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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan
Penarikan Kembali Permohonan Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 94 /PUU-XX/2022 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA
SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN
BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

31 OKTOBER 2022

PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, pukul 10.39 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Penetapan Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif
Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
(selanjutnya disebut UU 12/1980) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)
dalam Perkara Nomor 94/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan
Perkara Nomor 94 /PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di
lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian,
Sekretariat Jenderal DPR RI.

PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 12/1980 diajukan oleh Ahmad Agus Rianto,
yang memberikan kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., dkk., yang kesemuanya
advokat pada kantor advokat SHOLEH and PARTNERS, untuk selanjutnya disebut
Pemohon.
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C. PASAL/AYAT UU 12/1980 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980
yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 12 UU 12/1980

(1) Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat
dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

(2) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 13 UU 12/1980

(1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan
lamanya masa jabatan.

(2) Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar pensiun
untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya
pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam persen) dan sebanyak-
banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

(3) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi
Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team
Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan
Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas
berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari
dasar pensiun.

Pasal 14 UU 12/1980

(1) Pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota
Lembaga Tinggi Negara diberikan dengan Keputusan Presiden.

(2) Untuk mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka
Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan
mengajukan permintaan secara tertulis kepada Presiden.

Pasal 150U 12/1980

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibayarkan terhitung mulai bulan
berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti dengan hormat.

Pasal 16 UU 12/1980

(1) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihentikan
apabila penerima pensiun yang bersangkutan :
a. meninggal dunia; atau



b. diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau
Anggota Lembaga Tinggi Negara.

(2) Penghentian pembayaran pensiun dilakukan :

a. pada akhir bulan keempat setelah penerima pensiun yang bersangkutan
meninggal dunia;

b. pada bulan berikutnya bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
atau bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan diangkat
kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota
Lembaga Tinggi Negara.

(3)Apabila penerima pensiun diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari
jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia berhenti dengan hormat,
kepadanya diberikan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan
memperhitungkan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 17 UU 12/1980

(1) Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah
atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 1/2
(setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau
almarhumah isterinya.

(2) Pensiun janda/duda diberikan pula apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia dalam
masa jabatannya.

(3) Apabila Pimpinan lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga
Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tewas, maka besarnya
pensiun janda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun.

(4) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3)
dibayarkan mulai bulan kelima setelah Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal
dunia.

(5) Pensiun janda/duda diberikan dengan surat keputusan Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda yang
bersangkutan.

Pasal 18 UU 12/1980

(1) Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun
janda/duda yang bersangkutan :
a. meninggal dunia; atau
b. kawin lagi.

(2) Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang
bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 19 UU 12/1980

(1) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi
Negara atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak
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D.

E.

mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau

apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka

kepada anaknya diberikan pensiun anak, yang besarnya sama dengan pensiun
janda/duda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan

Administrasi Kepegawiaan Negara.

(2) Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang:
a. belum mencapai usia 25 (duapuluhlima) tahun;
b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
¢. belum pernah kawin.
(3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :

a. mulai bulan kelima setelah Pimpinan/bekas Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota/bekas Anggota Lembaga Tinggi
Negara meninggal dunia;

b. mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara atau janda/duda bekas Anggota Lembaga Tinggi
Negara yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

(4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan
mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan :
a. meninggal dunia;
b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
c¢. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
d. telah kawin.

Pasal 20 UU 12/1980

Untuk mendapat pensiun janda/duda/anak, maka yang bersangkutan mengajukan
permintaan secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara.

Pasal 21 UU 12/1980

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga
dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
Pegawai Negeri Sipil.

BATU UJI

Bahwa ketentuan Pasal UU a quo bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 Kkarena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon.

PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal
18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980 dalam permohonan a quo,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 6
September 2022, yang diajukan oleh Ahmad Agus Rianto, yang berdasarkan

Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2022 memberi kuasa kepada
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Muhammad Sholeh, S.H., Muhammad Saiful, S.H., Runik Erwanto, S.H., Farid
B. Hermawan, S.H., dan Yusuf Andriana, S.H., yang diterima Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi pada 6 September 2022 berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/09/2022, bertanggal 6
September 2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) pada 15 September 2022 dengan Nomor
94 /PUUXX/2022 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 94 /PUU-

XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor
94.94/PUU/TAP.MK/Panel/09/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim
Untuk Memeriksa Perkara Nomor 94/PUU-XX/2022, bertanggal 15
September 2022;

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
94.94/PUU/TAP.MK/HS/09/2022 tentang Penetapan Hari Sidang
Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 94 /PUU-XX/2022, bertanggal
15 September 2022;

bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan
Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan a quo melalui Sidang
Panel pada 28 September 2022 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta
Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian UndangUndang, Panel
Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki
permohonannya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 94/PUU-XX/2022,
tanggal 28 September 2022];

bahwa Pemohon telah mengajukan surat Nomor
002 /Ektr/Pencabutan/X/2022 tentang Permohonan Pencabutan Perkara
Nomor 94/PUU-XX/2022 bertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima
Mahkamah Konstitusi pada 12 Oktober 2022 melalui pos;
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bahwa terhadap Permohonan Pencabutan sebagaimana dijelaskan pada
huruf d di atas, Mahkamah melakukan konfirmasi kepada Pemohon dalam
sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan yang diselenggarakan pada 17
Oktober 2022 dan Pemohon membenarkan surat pencabutan permohonan
tersebut [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 94 /PUU-XX/2022, tanggal 17
Oktober 2022];

bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal
35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali
Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi
dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan
kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas,
Rapat Permusyawaratan Hakim pada 18 Oktober 2022 telah menetapkan
pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 94 /PUU-
XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat
mengajukan kembali permohonan a quo;

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi
untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

F. KETETAPAN

1.
2.

w

Mengabulakan penarikan kembali permohonan Pemohon;

Meyatakan Permohonan Nomor 94/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak
Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas
Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penariak kembali Permohonan Nomor 94/PUU-XX/2022 dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRK) dan mengembalika salinan
berkas permohonan kepada Pemohon.
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G. PENUTUP
Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan
kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonannya.

i,

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2022
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